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Naskah akademis  Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Desa Sitanduk , Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara merupakan bagian penting dari proses pendampingan masyarakat yang dilakukan Caritas . Naskah akademik ini langkah awal penyusunan draf  Rancangan Peraturan Desa  tentang Pengelolaan Hutan berkelanjutan yang dalam prosesnya sudah dimulai dengan adanya kajian-kajian ilmiah dari Lembaga Penelitian dari dua Perguruan Tinggi yakni UNIKA dan Fakultas Kehutanan USU pada tahun 2015 . Dari proses pendampingan dan kajian tersebut telah juga memunculkan Insiatif masyarakat agar desa juga memiliki peraturan hal ini ditunjukkan Keputusan Kepala Desa No 1 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Desa (Perdes) Sitanduk Kecamatan Tarabintang. Pembentukan Tim Penyusun tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah desa memerlukan kepastian hukum di dalam masyarakat.
Dengan adanya naskah akademis ini sebagai langkah untuk melanjutkan proses penyususnan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Tim Penyusun, BPD, yang  bekerjasama dengan Caritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Semoga Naskah akademis ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan desa dan memicu diskursus yang memberikan ruang terbangunnya komunikasi antar berbagai pihak dalam proses konsultasi publik nantinya.
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LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DESA
BAB I

PENDAHULUAN
Latarbelakang

Kawasan hutan Indonesia mencapai 162 juta hektar. Lahan hutan terluas ada di Papua (32,36 juta hektar luasnya). Kemudian hutan Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar).Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brasil dan Kongo. 
Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.44 tahun 2005 bahwa  kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut:

a.Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam :± 477.070 Hektar

b.Hutan Lindung :±1.297.330 Hektar

c.Hutan Produksi Terbatas :± 879.270 Hektar

d.Hutan Produksi Tetap :±1.035.690 Hektar

e.Hutan Produksi yang dapat dikonversi:± 52.760 Hektar
Kementerian kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan SK No.579 Tahun  2014 tentang penunujukkan Kawasan di Propinsi Sumatera Utara. Berdasrkan SK 579 tersebut, wilayah kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas Hutan Lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), Hutan Suaka Alam (HSA) dan area pengguna lain (APL). HL menempati areal seluas 65 041 ha dan HP seluas 60002 ha sehingga HL dan HP menempati sekitar 85,68% wilayah kabupaten.

Menurut data BPS Jumlah Rumah tangga yang berada di kawasan hutan 8 643 228 jiwa , pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). 

Secara hukum (legalitas) hutan negara seolah-olah dapat dipertahankan dengan luas dan fungsi yang sangat besar, namun secara de facto tidak menunjukkan hal demikian. Dengan penunjukan hutan negara seluas 131,28 juta Ha, hutan negara yang telah ditetapkan seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang Kehutanan, baru mencapai luas 14,24 juta Ha (10,9%) (RKTN, 2011). Itu pun dengan kondisi di semua fungsi hutan terdapat juga hak-hak pihak ketiga yang berupa izin-izin tambang dan kebun kelapa sawit, hutan adat dan hutan/lahan hak perorangan. Belum lagi bila dilihat dari sisi keutuhan ekosistem hutan yang memiliki tutupan hutan yang baik. Faktanya kondisi tutupan hutan yang berada di dalam kawasan hutan negara, selalu berkurang dari tahun ke tahun.

Menurut buku Rekor Dunia Guinness, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia. Menurut buku tersebut, Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepak bola setiap jamnya. Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat, sampai saat ini saja sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. 

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti tingkat deforestasi atau penebangan hutan Indonesia yang tertinggi di dunia, yakni mencapai sekitar 680 ribu hektare per tahun.

Beberapa permasalahan penting dalam pengelolaan hutan di  Indonesia adalah ( World Bank, 1994, USAID, 1995) :

1. Laju dforestasi/kerusakan hutan yangtinggi, sekitar 1 juta ha/tahun denga penyebaba utama transmigrasi

2. Pemanenan kayu yag berlebihan untuk memenuhi kebutuhan produksi palywood, penggergajian kayu, yang tidak sesuai denga kemamapuan hutan
3. Harga kayu yang masih dibawwah nilai kayu sebenarnya. Rente ekonomi kayu US$ 15/m3 di Indonnesia massih jauh di bawah rente ekoomi dunia sekitar US$90/m3. Hal inni mengakibatkan tidak efisiennya pengelolaa hutan

4. Permasalahan dalam pengelolaan HPH misalnya ijin konsesi yag terlalu lama, kurangnya monitoring/pengawasan , dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan hutan

5. Tidak  adanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat yang tinggal di hutan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Klaim masyarakat hutan terhadap luas hutan yang menjadi hak mereka bisa mencapai 10-60 persen dari seleuruh areal hutan Indonesia. Konsep-konsep alternatif yang masih dalam pengembangan dan belum diterima dan dilaksnakan dengan baik, misalnya konsep : Sisitem Hutan Kerakyatan, Hutan Rakyat,KPHP, dan HPH masayarakat Tradisional. Konsep-konsep ini adalah konsep untuk memebrikan peluang kepada masayrakat yang lebih luas untuk dapat memepunyai hak untuk mengelola hutan.

6. Kondisi hutan Indonesia sangat beragam dari sisi ekologi, sosial, dan budaya. Di dalam pengelolaanya harus menggunakan penedekatan manajemen yang berbeda-beda  disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam kondisi seperti ini, hutan Indonesia tidak dapat dikelola secara seragam.

Sejalan dengan data tersebut,menurut data Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), besarnya persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia. Jumlah desa hutan ada 18.784 desa atau 26,6% dari jumlah seluruh desa di Indonesia, atau sebesar 58% dari desa tertinggal yang ada, yakni 32.379 desa. Jika lebih diperinci lagi, jumlah penduduk yang tinggal di desa hutan itu mencapai 33.512.845 jiwa. Dari jumlah itu, yang memperoleh pendapatan seluruhnya dari kawasan hutan sebanyak 848.575 keluarga, 45% di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin. Jumlah keluarga yang sebagian besar memperoleh pendapatan dari kawasan hutan sebanyak 8.456.684 keluarga, 37.7 % di antaranya masuk kategori keluarga miskin pula.
Seringkali masyarakat sekitar hutan dianggap penyebab kehancuran hutan padahal banyak masyarakat yang memanfaat hutan secara berkelanjutan. Banyak yang bisa dirasakan bila pengeloaan hutan dengan melibatkan masyarakat. Manfaat yang bisa dirasakan bukan hanya bagi masyarakat sekitar hutan dan pihak Kehutanan saja, Satu hal positif yang bisa didapat oleh pihak pemerintah adalah masalah keamanan hutan. Masyarakat yang terlibat dalam mengelola hutan tentunya akan mempunyai semacam ikatan batin kepada hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Mereka akan turut menjaga keamanan hutan mereka dari tangan tangan yang tidak bertanggung jawab.Kelestarian hutan juga akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya. Sebagai tabungan air juga hutan bisa melakukannya dengan baik, sehingga debit air sungai yang sumbernya berasal dari hutan tidak akan pernah berkurang yang manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas ketika PDAM, PLTA dan Irigasi bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Sebuah nilai dan etika yang luar biasa jika beberapa kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Sebuah keterikatan batin antara manusia dengan alam yang menyediakan tempat hidup dan perlindungan bagi manusia. Manusia akan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh alam, dan alam pun terjaga dari segala kerusakan.
BAB II

KAJIAN TEORITIS dan PRAKTEK EMPIRIS
Manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari interaksinya dengan sumberdaya  lingkungannya. Manusia selalu bertindak ketika beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Adaptasi manusia terhadap lingkunganya bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup  manusia cenderung bertindak  jangka pendek , meski pada dasaranya ada kekuatiran akan kelangkaan terhadap sumberdaya alamnya.

Ada dua wacana yang bertentangan yang mendominasi permasalahan pengelolaan sumberdaya bersama (Common Property Resources, CPR). Yang pertama berpendapat bahwa pemanfaatan sumb erdaya alam secara kolektif tidak akan memberikan insentif pada investasi untuk pengelolaan yang baik. Pandangan ini menganggap bahwa kekayaan bersama-sama dengan pengaturan penguasaan terhadap akses yang terbuka , dan oleh karenanya masyarakat hanya punya sedikit insentif bekerja untuk hasil produktivitas atau lingkungan jangka panjang. Teori Hardin (1968) tentang Tragedy of the Commons’, ‘tragedi yang terjadi, arena pemanfaatan bersama atas sumberdaya dengan akses tak terbatas sangat berpengaruh pada popularitas pandangan ini. 

Tragedy of the common merupakan fenomena penting yang mendasari konep-konsep dalam ekologi manusia dan studi lingkungan. Menurut Hardin (1968), orang yang mempopulerkan tragedy of the common, hal ini terjadi apabila seseorang membatasi penggunaan sumberdaya terbatas namun tetangganya (masyarakat lainnya) tidak melakukannya. Akibatnya, sumberdaya akan mengalami penurunan (ruin) dan orang yang membatasi penggunaan sumberdaya tadi akan tetap kehilangan keuntungan jangka pendek akibat alokasi yang dilakukan orang tersebut. Logika tragedy of the commons sepertinya tidak dapat dihindari.
Kebanyakan isu lingkungan memiliki aspek-aspek the commons di dalamnya.Inti dari semua teori sosial adalah perbedaaan antara manusia yang dimotivasi oleh kepentingan yang sempit dan manusia yang dimotivasi oleh pandangan terhadap orang lain atau untuk masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya tragedy the commons dapat dihindari melalui suatu mekanisme yang dapat  menyebabkan individu memandang barang-barang atau sumberdaya sebagai milik bersama serta ada kelembagaan yang mengaturnya.

Hasil survey persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan lindung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara  bersama Caritas  di  Desa Siambaton , dan Parmonangan  Kecamatan Pakkat dan Desa Mungkur, Siantar Sitanduk, Tara Bintang , Desa Simbara kecamatan Tara Bintang menunjukkan bahwa umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang kegunaan kawasan hutan lindung. Ketidaktahuan masyarakat tentang kegunaan hutan lindung sangat tergantung pada penyampaian informasi kepada mereka.
Akibat ketiadaan sosialisasi tentang kawasan hutan lindung, sebagain besar masyarakat Pakkat dan Kecamatan Tara Bintang juga tidak mengetahui bahwa sawah dan ladang mereka berada di kawasan hutan lindung. Dari hasil survey menujukkan bahwa  77 persen responden tidak mengetahui ladang dan sawah mereka berada di hutan lindung  , sisanya 23 persen mengetahui.
Kesimpulan hasil survey persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan lindung di dua Kecamatan terseut yakni Pakkat dan Tara Bintang  tersebut menunjukkan:

1. Masyarakat  umumnya tidak mengetahui tentang kegunaan hutan lindung, sehingga pada mereka perlu dijelaskan tentang kegunaan hutan lindung

2. Masyarakat telah terbiasa mengambil hasil hutan lindung untuk menghidupi keluarga mereka
3. Masyarakat telah merasa memiliki lahan di kawasan hutan lindung dan mengelolanya secara periodik

4. Masayarakat umumnya setuju menjaga kelestarian hutan lindung , bila pemerintah mengijinkan mereka menegambil hasil dari hutan lindung

5. Masyarakat juga setuju bila mereka diberdayakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan hutan lindung, yang sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan mereka

6. Aparat pemerintah paling sering mengingatkan masyarakat tentang kawaasan hutan lindung adalah kepala desa

Degradasi hutan dan ekosistemnya ternyata juga diiringi dengan menurunnya kemampuan penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam daya beli dan akses terhadap sumberdaya alam Hutan. Keadaan ini dipersulit dengan minimnya kemampuan pemerintah dalam membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sekalipun hubungan degradasi hutan dan kemiskinan belum tentu berbanding lurus dan kemiskinan bukan tanggungjawab utama sektor kehutanan, kehadiran pengelola hutan komersil secara tidak langsung telah membatasi akses penduduk terhadap sumberdaya yang semula mereka miliki secara penuh (Sumarjani,2006)
Study Sosio ekonomi dan budaya yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara  bersama Caritas  di  Desa Siambaton , dan Parmonangan  Kecamatan Pakkat dan Desa Mungkur, Siantar Sitanduk, Tara Bintang , Desa Simbara kecamatan Tara Bintang menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan penambahan fasilitas-fasiltas umum yang berguna untuk masyarakat atau juga perlu diperbaiki seperti fasilitas kesehatan, sarana transportasi, pembinaan kaum muda yang putus sekolah.

Dalam model-model ekonomi klasik, pendapatan merupakan hasil tiga Factor produksi utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan kapital. Sedangkan para ekonom neo klasik menggap bahwa sumber daya alam merupakan factor produksi yang melimpah dan mudah tercipta kembali, sehingga peranannya dapat diabaikan dan hanya tenaga kerja dan kapital dianggap menentukan tinggi rendahnya produksi nasional. Lainya halnya Keynes, menurutnya agar pembangunan berlangsung untuk jangka panjang maka sumberdaya alam harus dianggap sebagai barang langka ( a scarcity of natural resources). Meskipun begitu, Keynes tetap saja menggap sumberdaya alam tidak berperan dalam produksi nasional
 
Fakta menunjukkan bahwa, pengelolaan hutan oleh masyarakat di beberapa tempat masih eksis dan lebih menjaminkan keberlangsungan hidup dan budaya serta lingkungan ditengah ancaman yang luar biasa terhadap mereka. Beberapa bentuk pengelolaan hutan berbasis pengelolaan dan pengetahuan masyarakat seperti Tembawang di Kalimantan, Parak di Sumatera Barat, Rimbo Puako di Jambi dan Riau, Hompongan di Jambi dan lain-lain menunjukkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Walaupun secara dejure, model pengelolaan hutan tersebut belum diakui, namun secara defakto masih dikuasai dan dikelola dengan baik. Sangat diperlukan kepastian hukum tentang hak dan akses masyarakat terhadap hutan dan perlu adanya perubahan paradigma mendasar bahwa masyarakat adalah ujung tombak pengelola dan penyelamat hutan. Jika ruang dan akses bagi masyarakat diberi dan legalisasi pengelolaan hak hutan didapatkan, diyakini masyarakat akan mampu mengelola dan mempertahankan hutan secara baik sebagai upaya mengurangi kemiskinan. Fakta tersebut memperlihatkan dalam skala kecil dan konteks lokal, masyarakat mampu mengelola hutan walaupun dalam skala tekanan yang besar dan ruang transformasi yang tidak tersedia

Kegiatan manusia dalam mengolah sumberdaya alam berlangsung melalui kegiatan individual mauapun secara kolektif. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat sekitar hutan yang berada di kampung-kampung akan selalu memanfaatan hutan bagi kelangsungan hidupnya. Bukan ketiadaan niat agar sumberdaya alam itu bisa terpelihara dengan baik, tetapi seringkali pihak luar menganggap bahwa orang kampung tidak punya pengetahuan untuk melestarikan hutan.
Ide pelestarian hutan  adalah bahwa hutan dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang arif. Yakni cara pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat banyak, dengan senantiasa mengutamakan kesinambungan fungsi-fungsi ekonomi dan ekologi hutan. Cara-cara pemanfaatan hutan yang arif ini sebenarnya sudah dipraktikkan oleh rakyat di kebanyakan kampung-kampung hutan. Meski mereka memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonominya, namun mereka tetap mengindahkan kepentingan lingkungan dengan cara-cara yang jauh dari sifat tamak dan serakah. Tetapi karena praktik-praktik pengelolaan hutan tersebut tidak lahir dari hasil kajian 'ilmiah' maka seringkali "praktik orang kampung" itu direndahkan artinya oleh orang-orang dari luar kampung hutan; yaitu orang-orang yang selama ini paling didengarkan seruannya oleh penguasa. Dia bisa menuduh dan membela diri saat ditemukan kesalahannya.

Kehutanan masyarakat muncul sebagai respon empiris dari persoalan kehutanan yang terjadi di lapangan khususnya di kawasan hutan yang bersinggungan dengan desa-desa di sekitar hutan. Setidaknya, terdapat dua masa di mana respon empiris itu muncul. Pertama, respon empiris yang terjadi pada kurun waktu tahun 1970- an di mana konseptualisasi mengenai kehutanan masyarakat masih dikemas dalam kerangka yang sangat terbatas yang dikenal dengan istilah social forestry. Dikatakan terbatas karena social forestry di desain oleh penguasa hutan (Perum Perhutani) untuk meredam perlawanan penduduk akibat tekanan system pengelolaan hutan yang terpusat. Walaupun beberapa ahli kehutanan masyarakat membedakan dengan jelas antara kehutanan masyarakat dengan social forestry ini, namun dalam kacamata sejarah perkembangan kehutanan masyarakat terutama pada level empirik, berbagai praktik social forestry itu tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Terdapat pertautan antara praktik-praktik yang dikembangkan oleh penguasa hutan di Jawa dengan perkembangan kehutanan masyarakat di Indonesia, antara lain teknik wanatani dan respon terhadap konflik ataupun perlawanan serta kemiskinan. Dalam tataran empiris itu, praktik social forestry yang sudah dimulai bahkan sejak jaman kolonial Belanda di Jawa bisa dilihat sebagai bagian dari sebuah perkembangan pendekatan yang mengarah pada devolusi pengelolaan hutan. Kedua, respon empiris terhadap peristiwa penjarahan hutan secara massif setelah berhentinya presiden Soeharto dari kekuasannya selama 32 tahun. Krisis ekonomi dan politik yang menyertaianya menimbulkan euforia kebebasan serta pelampiasan dendam terhadap pihak kehutanan yang selama hidup mereka mengontrol kawasan hutan dengan sangat ketat dan bahkan diikuti dengan proses-prosespembatasan, pengucilan dan kriminalisasi (Li, 2002). Tidak terdapat data yang akurat berapa kerugian

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT
Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (system of law) yang terdiri dari, a) isi hukum ( content of law ) yakni uraian atau penjabaran dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan dan keputusan pemerintah, b)Tata-laksana hukum (struture of law), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. c) Budaya hukum (culture of law), yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini termasuk tanggapan masyarakat luas terhadap isi dan tata-laksana hukum tersebut. (Roem Topatimasang, 2000). 
Berangkat dari kerangka analisis di atas, terdapat beberapa kebijakan terkait hutan , yang  menjadi lansdasan hukum pengelolaan hutan  yaitu: UU No 41 Tahun 2004UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UU No.5 tahun1990 tentang konservasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosisitemnya (dalam revisi) ; dan UU No.41 tahun1999 tentang Kehutananan; UU No 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air ; dan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa
Terakait UU No 18 Tahun 2014 bahwa Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

a.pencegahan perusakan hutan;

b.pemberantasan perusakan hutan;

c.kelembagaan;

d.peran serta masyarakat;

e.kerja sama internasional;

f.pelindungan saksi, pelapor, dan informan; 

g.pembiayaan; dan

h.sanksi

Point pentingnya bahwa UU tersebut mencantumkan peran serta masyarakat, dimana menjadi ruang dalam pengelolaan hutan. Sementara itu, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menetapkan bahwa luasan areal hutan yang harus dipertahankan setidaknya mencapai 30%nya dari luas total wilayah di setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau dan dengan sebaran yang merata (secara proporsional) (pasal 182:2). Dalam upaya mempertahankan ini, pemerintah melalui menteri mengelurakan kebijakan keterlibatan masyarakat, melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P89/Menhut –II/2014 tentang Hutan Desa. 
Yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat . HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi (pasal 6). 

Sedangkan Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
Pasal (5) bagian (1) memberi Kriteria kawasan  areal kerja Hutan Desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang : 

a) belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; 

b) berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

c) dalam hal areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sejalan  dengan UU 6 Tahun  2014 Tentang Desa bahwa Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

c. mendapatkan sumber pendapatan

Hak mengurus dan mengatur tersebut, memperkuat kebijakan Hutan Desa sebagai  aset desa dimana pada UU Desa Pasal (76) bagian (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Pasal(9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a. pelayanan dasar Desa;

b. sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan

d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Dalam tinjauan UUD 1945, semua warga Negara dijamin hak, partisipasinya, akses dan kontrolnya atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara. Dalam pasal 27 Ayat 2: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Di dalam pasal 28A-28J, Konstitusi secara tegas menjamin hak asasi manusia. Untuk itu Negara mempunyai tiga peran utama, yakni menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Menghormati memiliki makna Negara tidak memiliki intervensi. Memenuhi memiliki makna Negara mempromosikan, memfasilitasi, dan menyediakan hak asasi manusia. Melindungi memiliki makna Negara harus memastikan pihak ketiga tidak melakukan intervensi antara lain dengan cara menerbitkan regulasi atau aturan

Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, ayat 2 s/d ayat 4 yang berbunyi :
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh Negara

3) Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasr atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemnadirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kessatuan ekonomi nasional.

Dalam UU kehutanan disebutkan bahwa Pembangunan kehutanan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadailan dan berkelanjutan. Berhubung di alam ini antara ekosistem yang satu berinteraksi dengan ekosistem yang lain, maka konteks pengelolaan hutan harus berdasarkan pada anggapan bahwa hutan merupakan salah satu bagian integral dari ekosistem yang lebih besar dimana hutan tersebut berada, yaitu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu kesatuan bentang darat.
Dalam rangka mencapai azas kelestarian (sustainable), laju ekstraksi sumbedaya hutan tidak boleh melebihi laju daya pemulihan dari ekosistem hutan tersebut.  Dalam konteks penebangan kayu, besar volume kayu yang ditebang tidak boleh melebihi riap volume tegakan hutan, sedangkan dalam konteks pemanfaatan secara umum, pemanfaatan hutan sebagai ekosistem tidak boleh melebihi daya dukung maksimum dari ekosistem tersebut.

Secara ideal, derajat pemanfaatan hutan harus diupayakan pada tingkat daya dukung optimalnya atau paling tinggi berada pada kisaran nilai antara daya dukung optimal dengan daya dukung maksimumnya.  Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan hutan tidak menimbulkan derajat gangguan lingkungan yang melebihi daya asimilatif dari ekosistem hutan tersebut.

Hutan dapat menghasilkan berbagai macam barang (kayu dan hasil hutan bukan kayu) dan jasa lingkungan (air, oksigen, keindahan alam, penyerap berbagai polutan, dan lain-lain), sehingga hutan bersifat multimanfaat.  Sehubungan dengan ini pengelolaan hutan seyogyanya tidak boleh memaksimumkan perolehan dari satu macam manfaat saja (misal kayu) dengan mengorbankan manfaat-manfaat lainnya, karena berbagai macam manfaat hutan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh.  Hutan dapat secara berkelanjutan memberikan manfaatnya bila proses ekologis internal dalam ekosistem hutan tersebut tidak terganggu atau terganggu tetapi tidak menimbulkan stress ekologis yang bersifat irreversible.  Oleh karenanya, ekosistem hutan harus dibuat tahan terhadap gangguan dengan cara mempertahankan keanekaragaman hayati (biodiversity) hutan yang tetap tinggi.  Dengan demikian, pengelolaan hutan harus dilakukan secara tepat agar ragam dan derajat pemanfaatan hutan, yang tidak lain adalah berupa “tindakan gangguan” terhadap hutan, harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak melampaui daya recovery dari ekosistem hutan yang bersangkutan sebagai respons terhadap gangguan tersebut

B.Landasan Yuridis
Menurut Rawls, untuk menciptakan keadilan dalam mensejahterahkan rakyat, hendaknya pemerintah sebagai pemeran utama mengimplementasikan dua konsep, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebesan dasar bagi setiap orang walaupun dalam situasi ketidaksamaan. Peraturan hukum diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, pengaturan yang menghargai kebebasan yang sama bagi setiap orang atas hak fundamentalnya. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, Pemerintah mampu menciptakan atauran terkait dengan kesenjangan sosial ekonomi yang dapat memberi dampak saling menguntungkan (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bermodal besar (modern) maupun kecil (tradisional).

Kelembagaan sector kehutanan yang mantap dan didukung oleh regulasi yang dinamis adalah salah satu kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan kehutanan dalam menjawab peningkatan kontribusi sector terhadap pembangunan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025, Departemen Kehutanan 2006). Hal ini dapat dilakukan melalui :

a. Reformasi struktur kelembagaan pengelolaan pembangunan kehutanan  yang dapat mendukung iklim kondusif bagi pemberdayaan usaha sektor kehutanan yang berkelanjutan
b. Penguatan SDM pengelola pembangunan kehutanan yang secara sistematis dapat mendukung penigkatan daya saing global

c. Reformasi regulasi dan birokrasi pengelolaan pembangunan kehutanan yang mendukung peningkatan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Seiring dengan proses reformasi Undang Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 kemudian dirubah menjadi UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang di dalamnya mengakui keberadaan hutan adat dan peran serta masyarakat. Namun dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dimana terdapat beberapa syarat dalam pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Perda (Peraturan Daerah). Dalam peran sertanya masyarakat juga dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan, akan tetapi belum dijelaskan bagaimana mekanismenya. Sesuai dengan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutaanan , lahan hutan yang telah dihunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah dinyatakan sebagai kawasan hutan yang hak dan pengelolaanya berada di tangan negara, sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi nasional (UUD 1945 amandemen) Pasal 33 . 
UU No 41 tahun 1999 mendefenisikan hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologis terutama menyangkut tata air dan kesuburuan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya. Dengan demikian hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai sisitem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, menegendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Dengan memperhatikan kepentingan yang sebesarbesaranya untuk kemakmuran rakyat maka hutan harus dilindungi.  PP No 45 tahun 2004 menyebutkan bahwa Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. PP 76 tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Desentralisasi di bidang kehutanan diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 41/1999 Pasal 66. Dalam Pasal 66 tersebut dinyatakan bahwa pemerintah (pusat) menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan. Dalam UU No 23 tahun 2014 menyebutkan   urusan pemerintahan  pilihan adalah  urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.  Bidang yang termasuk adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industry, energy dan sumber daya mineral.
Pasal 70 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bagaimana masyarakat ikut dalam mengelola hutan dan bagaimana pemerintah ikut mendorong partisipasi masyarakat. Dampak yang diinginkan adalah masyarakat sejahtera, khususnya masyarakat sekitar hutan.Mereka diharapkan memiliki keterikatan dengan hutan di sekitarnya, baik ikatan sosial maupun ikatan ekonomi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 pemerintah mentargetkan pemberian akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan hutan seluas 12,7 juta ha melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Komitmen ini mesti dikawal bersama agar tercapai dan tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
Penetapan areal kerja HKm dan HD juga dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Tahun 2013, telah ditetapkan areal kerja seluas 446,4 ribu ha (kumulatif seluas 1,9 juta ha). Sedangkan untuk diluar kawasan hutan, telah didorong kemitraan hutan rakyat seluas 54,8 ribu ha di tahun 2013 (kumulatif mencapai 213,3 ribu ha).
 
Terhadap penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat yang telah ditetapkan areal kerjanya oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanamaka penerbitan IUPHKm,HPHD, dan IUPHHK-HTP diterbitkan oleh Gubernur dengan memeprtimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilakukan oleh Bupati, Walikota serta memeperhatikan berlakunya masa penetapan arel kerja.
HKm, Hutan Desa dan HTR merupakan  program sosial unggulan Kementrian Kehutanan sehingga dalam RKTN 2010-2030 ditargetkan 5,6 juta ha lahan hutan untuk tiga skema pemberdayaan masyarakat ini. Akan tetapi progres hingga awal 2011 tercatat baru 0,67 juta ha kawasan hutan yang diberikan izin pemanfaatan untuk HKm, Hutan Desa, dan HTR ini atau sekitar 12% dari yang ditargetkan. Sementara alokasi lahan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar (IUPHHKHA/ HT/RE) seluas 43,6 juta ha dan hingga awal tahun 2011 izin yang sudah dikeluarkan seluar 34,47 juta ha atau sudah mencapai 79%.
Perkiraan potensi dan luas hutan rakyat yang dihimpun dari kantor-kantor dinas yang menangani kehutanan di seluruh Indonesia mencapai 39.416.557 meter kubik dengan luas 1.568.415,64 hektare, sedangkan data potensi hutan rakyat berdasarkan sensus pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat mencapai 39.564.003 meter kubik dengan luas 1.560.229 hektare. Jumlah pohon mencapai 226.080.019 batang, dengan jumlah pohon siap tebang 78.485.993 batang.Pasal 70 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bagaimana masyarakat ikut dalam mengelola hutan dan bagaimana pemerintah ikut mendorong partisipasi masyarakat.Dampak yang diinginkan adalah masyarakat sejahtera, khususnya masyarakat sekitar hutan.Mereka diharapkan memiliki keterikatan dengan hutan di sekitarnya, baik ikatan sosial maupun ikatan ekonomi ( Hutan untuk Hutan, Hutan untuk Manusia ,M.S. Kaban,Juni,2009)
C.Landasan Sosiologis

Mengacu pada perspektif social ecology, problem kerusakan hutan merupakan akibat dari dominasi manusia atas alam (the domination of nature by humans), tetapi akarnya ada pada dominasi manusia atas manusia (the domination of humans by humans). Dominasi manusia atas alam merupakan turunan dari dominasi manusia atas manusia (Rowlands 2000). Perspektif social ecology menawarkan strategic priority thesis, yakni pembebasan manusia dari penindasan oleh manusia lain didahulukan.

Masyarakat  Kecamatan Tarabintang dan Parmonangan telah lama memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan. Bahwa  mayoritas tidak mengetahui status hutan lindung bukan kesalahan masyarakat, namun masih rendahnya sosialisasi oleh pemerintah, serta minimnya informasi yang diperoleh.  Pada dasarnya masyarakat juga menaggap hutan bagian penting dalam kelangsungan hidup, meskipun tidak  dibuatkan secara tertulis. Hasil kajian juga menujukkan  bahwa masyarakat Tara Bintang umumnya setuju menjaga kelestarian hutan, bila pemerintah mengijinkan mereka mengambil hasil hutan. Dan masyoritas masyarakat juga setuju jika mereka diberdayakan oleh lembaga pemeberdayaan masyarakat dalam melestarikan hutan yang sekaligus akan meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan mereka.
Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya merupakan permasalahan ekologi, khususnya ekologi pembangunan, yaitu interaksi antara pembangunan dan lingkungan (Otto Soemarwoto,1997:15). Secara inplisit dikatakan bahwa, kualitas hidup manusia tergantung sejauhmana manusia dapat memahami lingkungan sekitarnya (Pauline Gratz, 1978;68-69). Inti permasalahan lingkungan hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya yang sering disebut dengan ekologi. 
Ekologi adalah salah satu komponen dalam sitem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama-sama dengan komponen lainya yakni: teknologi, politik dan social budaya untuk menentukan keputusan yang seimbang (Otto Soemarwoto,1997:22-23)
Steward  yakin bahwa sektor-sektor tertentu kebudayaan cenderung tunduk pada hubungan dengan lingkungan yang kuat dan bahwasanya analisis ekologi dapat digunakan untuk menjelaskan kesamaan-kesamaan lintas budaya hanya dalam “inti kebudyaan” yang terdiri dari sector ekonomi masyarakat, ciri-ciri itulah yang “paling dekat dengan kegiatan subsistensi dan tatanan ekonomi Steward,19955:37). Selanjutnya “metode” ekologi kebudayaan meliputi analisis 1) Hubungan antara lingkungan dan teknologi eksploitatif atau produktif . 2) Hubungan antara polapola prilaku dan teknologi ekspolitataif. 3)Seberapa jauh pola-pola prilaku itu mempengaruhi sector-sektor lain dari kebudayaan

Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) seperti halnya yang dimiliki oleh orang Krui di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung menunjukkan bahwa dalam mengelola hutan, adalah pengetahuan yang bersifat unik bagi setiap kebudayaan atau masyarakat. Yang menarik adalah kenyataan bahwa pengetahuan budaya mereka dalam mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan, ajeg secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya, itu berlangsung tanpa mereka sadari hakikat keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Dalam wacana teoritik, keadaan seperti ini dikategorikan sebagai tacit culture. Dan pada umumnya pengetahuan lokal (indigenous knowledge) memang merupakan sesuatu yang bisa dinyatakansebagai “ …tacit knowledge and therefore difficult to codify,it is embedded in community practices, institutions,relationships and rituals”. Pengetahuan itu tidak tertulis, tapi ia melekat dalam praktik-praktik,institusi, hubungan-hubungan, dan ritus-ritus yang diselenggara-kan oleh suatu komuniti.

Komunitas seperti di atas telah memiliki modal sosial dalam mengelola modal sumber daya alamnya. Modal sosial merupakan modal penting yang mengandung unsur jejaring antar masyarakat, kepercayaan, kerjasama dan saling dukung dalam memelihara sumberdaya lamnya. HUtan sebagai milik bersama tentunya bisa dijadikan sebagai modal bersama dengan merawatnya melalui modal social. Adanya kepentingan yang sama masayarakat yakni keberlanjutan kehidupan dari sumberdaya alam memberikan ruang dalam membangun konsesus dalam mengatur pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.
Modal sosial tersebut juga harus dibarengi dengan Peran lembaga pemerintah lewat tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Hasil beberapa penelitian menunjukkan adanya peran modal social dalam membangun perikehidupan komunitas yang lebih baik. Oleh karenya tata kelola pemerintah yang baik akan memberi ruang khususnya terkait kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat.
BAB V

ARAH PENGATURAN MUATAN PERATURAN DESA

Dalam UU Desa No 6 Tahun 2015 khusus pasal 69  Menekankan bahwa  
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kewenangan Desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam rangka kewenangan tersebut maka pemerintah desa dapat mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan desa melalui perangkat kebijakan yakni Peraturan desa

Khususnya mengenai Peraturan Desa diatur pada Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KepalaDesa wajib memperbaikinya.

(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan sumberdaya hutan di Tara Bintang dan Pakkat serta pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan maka , perlu dibuat Peraturan Desa terkait pemnfaatan Hutan Lindung oleh Masyarakat dengan point sebagai berikut:

1. Dalam peraturan Desa ini perlu ditentukan bentuk Sisitem  Pengelolaan hutan apakah melalui Hutan Kemasyarakatan atau  Hutan Desa  , sehingga peraturan Desanya lebih spesifik
2.  Dalam peraturan desa ini harus mengutamakan prinsip-prinsip  pengelolaan hutan secara lestari 
3. Dalam peraturan Desa  tidak boleh ada perubahan peruntukan hutan alam dan kawasan konservasi/lindung untuk fungsi lainya yag merusak lingkungan. Dengan demikian perlu ditetapkan zona-zona pemanfaatan
4. Dalam peraturan desa ini perlu dimasukkan seperti apa peran masyarakat. Alasan dimasukkanya masyarakat adalah memberikan ruang atau akses  untuk mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Dalam peraturan ini perlu ditingkatkan kemamapuan sumberdaya manusia sehingga pengelolaanya tidak hanya memnafaatan tetapi mengola dalan bentuk lain 
6. Dalam peraturan desa ini perlu ada sisitem pengawasan yang melibatkan masayarakat (bentuk fungsi pengawasan seperti apa)
7. Sehingga peraturan desa ini ruang lingkup antara lain meliputi :
a. penetapan areal kerja;
b. fasilitasi;
c. rencana pengelolaan hutan 
d. Pemanfaatan 
f. Penetapan ruang dan pola pemanfaatan 
i. larangan dan sanksi; 
j. Penyelesaian sengketa
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